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Abstract
After establishing o pebiic health emergency with Presidentiod Deoree Nooll
af I, President Joko Widodo isswed @ Covernment Reguflation fn Lieu
af Law Mo, ! af 2020 (Perppu No.§ af 20200 Perppu No. { af 3030 wes ke
hecombng emergency feglsfution by sespending the vight to examine governmens
adminisiration decisfons, Thiy article criticizes the arguments that place Perppu
Mo, 1 of 2020 ax emergency legislation which then o llovws the violation of the rle
af law v suspends e rights of cifizens, This ariicle wsex the comperative faw
method by evamining the concept af fasi-frack fegislation in the UK and Ecuador
amd comparing 1o ihe concepd of emergency legislation asa Basis for oriticlsm
aof the Pevpe no, [ ol 20200 This eriticisem o coarred owt from the perspective of
hoth emergency legislation and fase-track legistation. This orticle shows that ihe
Foerpen No. L of 2008 shauld be clasafiod as Bmited as fast track lewishotfon tht
canti suspending citicens rights.

Keywords: Govermmens Segularion in Liew of Lav, state of evcepiion, emergency
Tewistation, fust=trock fegtsiation

Intisari
Seteloh menctapkan darurat keschatan mesyvarakat dengan Keputusan Presiden
MNommaor 11 Tahun 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan Peramiran Pemerintah
Pengeanti Undang-Undang Mo, | Tabun 2020 ( Perppu Mo, | Tahun 20200, Perppo
Mo | Tahun 2020 seolah-olsh menjadi legisiasi darurat dengsn menangguhkan
hiak untok menguji keputusan administrasi pemerintahan, Artikel ini mengkritk
argumen yvang mengmpatkan Perppu No, | Tahun 20200 sebagai legislasi
darurat vang kemudiin memungkinksn penyimpangan aturan hukum atao
menanggulikan hak warga negara. Artikel ini menggunakan metode perbandingan
hukum dengan mengkaji konsep legislas: jalur cepat di Inggris dan Ekuador dan
membandingkannys dengan konsep legislasi derurat sebagai dasar kntik bagi
koeasep Perppu Mo, | Tahun 2020, Artikel ini menunjukkan bahwa Pemppu Mo, )
Tahun 2020 seharusnys dikiasifikasikan sebatas sebagai legislasi jalur cepat yang
tidak dapat menangguhkan hak wergs negora.

Kata Kuncl: Perppu, keadaan darurat, legislasi darurat, lepizlasi jalur cepat
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A, Pendaluluan

Artikel mma-akan mengkrink penggunasn peratursn pemeriniah sebagai
pengeanti pndang-undang (perppu) sebagai insteumen dalam menanggulikan
hak warga negara, Presiden seharusnya mengeunakan hak subjektifnya uniuk
memerbitkan perppu dalam kegentingan memaksa dan sistem hukum normal
{tanpa kedaruratan) sehingga pecppu tidak membatasi atan menangguhkan hak
warga negari, Namun, perppu dalam situasi pandemi’ kemodian membatasi
hak wargn negara kendati sistem hukum berjalan tanpa kedaruratan.

Kritik wmi dipicy oleh simasi pandemi Corsma Fiens Diveare 2019
{Covid-19 vang telah mendorong banyak negars unfuk memberlakukan
keadaan darurat den membentuk regulasi khusus dalam menangam dampak
yang timbul akibat pandemi. Berdasarkan data International Center for Not-
for-Profit Law (1CNL), hingge September 2020, sudah ada 90 negara yang
mendeklarasikan keadaan damrae karena pandemi Covid-19.

Contohnya Italia pada tangeal 31 Januari 2020 secara resmi menyatakon
keadsan darurat dengan mengakos babwa Covid-19 harus dianggep sebaga
keadaan darurat nasional vang terkaint dengan bencana aslamy atau bencana
buatan manusia,® Selain menyatakan keadaan darurat, undang-undang darurat
{uu dorurat) juga dibuat dengan memberi kekuatan yang luar biasa pada
eksekutif, Parlemen Kanada, misalnyva, pada 13 Maret 2020 memberlakukan
undang-undang darural vang terkait dengan pengeluaran pemerintah selama
pandemi. UL dararal tersebul memberikan kekuatan belanja vang luar biasa
kepada pemenntah dengan mengizinkamnya untuk menyimpang darn aturan
hukum selama jangka wakia tertentn.’

Pemerintahan  Joke Widodo juga ingin implementasi  kekuasaan
pemerintah  memadi efektGf dalam menangans situasi  pandem dengan

1 ICHL & ECKL.” COVIR-=1% Civie Freedom Tracker™ hitpssSwowwocnl.ome/covid] Brackers,

thakses 15 Seplember 20260,

Micols Canestrind, “Covid-19 Balian Emergency Legielotion amd  Indection of the Rule

of Low,” New Joumal of Edrepean Criminnl Law 11, nee 2 Q20200 1220 hidps; VY dai

org 0 L1 IR 00 4050,

3 Itar Bar-Sunan-Tay, “Covid- 19 Meets Politics: The Navel Coraonarvirus as a Movel Chatlenge fod
Leplatures,” Theory and Prachee of Legislabion B, na. [-2 (20200 1148, https:ddarong’ 14, 10
B{2050REA0. 020, 12250,
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memperhatikan dampak pandemi terhadap sosial ekonomi.! Oleh karena i,
sefelah menetapkan darural kesehatan masyarakat dengan Keputuzan Presiden
Momuor |1 Tahun 2020, Presiden Kemudian menetapkan Perppu Mo, | Tahun
2020 wentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi COVID-19 danfatan dalam Rangka Menghadapi
Ancaman vang Membahayakan Perekonomian Masional danfatan Stabilias
Sistem Kewingan (Perppu Moo | Tahun 20200, Perppu ini mengator kebijakan
keuangan negara untuk pensnganan pandemi Covid-19 sger pandemi tidok
berdompak negatif pada perekonomian nasional dandatau stabilitas sistem
keusngan,

Perppu Mo, 1 Tahun 2020 menuai kritik karena dianggap memberiken
proteksi yang fidak perlu kepada pejabat pemerintah® Pasal 27 avat (3)
Perppu Mo, 1 Tahun 2020 melindungi pejabat vang berkaitan dengan
pelaksznaan perppu schingga tidak dapat digugat. Setiap keputussn yang
diambil pejabat permerintahan dalam rangka pelaksanaan perppu tidak dapat
digugat di peradilan tata usahs negara. Konteks ini menunjukken Perppo Moo
| Tahun 2020 membataszi hak warga negara, khususnyd hak atas perlindungan
hukum dengan memberi Kesempatan bagi warga negara menguii kKeputusan
adminisirast pemerintahan. Sementara produk hukum vang berimplikasi pada
penangguban ok sebenarnva terkast dengan produk hukum vang dibentuk
dalam keadaan darurat.

Presiden secara normanl memang memiliki hak subjekiif berdasarkan
Fasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 {LILID
1945} untuk membentuk perppu dengan pertimbangan adanya Kegentingan
yang memaksa. Kegenfingan vang memaksa dalam Pasal 22 UUD 19435
berbedn dengan keadnan darurat atan bahava yang distur dalam Pasal 12

LU 1945, Pembentukan perppu masth dalam konteks sistem hukum benalan

4 Humas Kemensetneg, "Tign Pricvites Kerja Pemerintah Hadapi Tantangzan Pondemi Covid- 19,7
20200, baips:wwonsemeg g d heeaindes b pricntas Kerja pemenntah_hadapi tantangan
pandemi_covid 1%

5 BBEC MNews "Perpu Pemanganin YVous Corons: “Emimas Absolut Penguzsa” Gunakan Uang
Megarm BpiD3 Trlum Tanpa Bisa Dibudid Plukam,” 2020, dips:swwebbe.com indonesia?
imifomesia- 526 | BRI,
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normal® sehinges implikaz: dari perppu seharusnya berbeda dengoan implikasi
dari produk hukum yang diboat dalam staius kepdann darurat. [ndikasi
pembentukan perppu dalam sistem hukum yang nommal dapat dilihat dalam
Jumlaly perppu sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widode.
Presiden Sockarno menerbitkan 143 perppa. Presiden Soelarto 8 perppu.
Presiden Habibie 3 perppu. Presiden Abdurrahman Wahid 3 perppu, Presiden
Megawati 3 perppu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 19 perppu, dan
Presiden Joko Widodo & perppu.” hike merujuk pada periode pemerintahzn
Presiden Susile Bambeng Youdhovono dan Joko Widodo, meka tdak ada
pembentukan perppu setelah penctapan keadaan darumst sehingga perppu,
yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang, tidak pernah diposisiken
schagai legislasi darurat dengan implikasi kedaniratan vang menyertainya.
Oleh karena itu, Perppu Mo. | Tahun 2020 yang menangguhkan hak warga
negara atns perlindungan hukum menimbulkan persoalan substantif yang
perlu diamalisis lebih lanjut.

Kajian sebelumnys telah mengenalisis persoalan Perppu No. 1 Tahun
20290, wetapi dard aspek potensi penvalabgunaan wewepang” diskresi
konstitusional,” atau fokus pada imunitas pejabat dar perspektil hukam
tata negara darurat. Arikel ini akan menelaah persoalan imunitas dalam
Pasal 27 dengan meninjau relevansi Konzep perppu sebagai legislasi darurm
(emergency legisiation) dalam konteks pandemi. Kajian-kajian sebelumnya
memiEn g menghubun gkan perppu dalam konteks kedaruraian, Hosen, misalnya,
menganalizig kekuasaan dalam kedaruratan di Indonesia dengan mengkritisi
penerbitan Perppu Ant=terorisme dan Perppu Perubahan Undang-Undang

6 Bmsr Gultom, Petooggoeen SAM delem Hutwm Keadamn Dorerai of Indoresta {lakara: PT.
Crramecdia Pistakn Llamsa, J0EH,

T Auliva Khasanafs, "Kedudukan Perppu Onmeas delam Megorn Hukom fodonesin,” Sl Hikai
Replits 5, no 20T 138, hiaps:Sdviorg 103 IO v 502,922,

B Ahmad Celora Mahardika, “Potenst Penyimpangan Hueloen dalin Peratesn Pemerintah
Pengpganti Undapg-Undang Nomer 1 Tabun 2020007 durasd Sfekum far Quda Testare 27, e 2
(20240 2hd—f4, hitpes:Ccloa, org’ LIL20ER 5 st val2 T s art s,

9 Hempy Juliani, “Analizsis Yuridie Kebijphan Kewangan Megara dalam Penanganan Pandemi
Covigh-19 Melalul Peruieran Pemeninals Penganti Undung- Undasg Momar | Taban 20207
Advrinawrarive Law & Gevermance Jourasl 3, oo, 2 (20200 32928, hips; Dejourmal und ip
e il index, phpral arcle/ view B4 5,

10 Frofhoma Petra Deemntasa, Y Aspek Tmmitas Dalam Pepanganan Conana Vines Dhesase 200%7
Triinbath - fermal Fakue 17, nm, 1 (202008 B5-81, hitpes: o arg 10.3 233 Xstinhath, v L 7] 2045,
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Foehutanan, ! Tan menemputkan perppu sehagan legislast dalam siuess darorat
yang temporer,’” Lindsey dan Butl jugn mendefinisikan perppa sebagai
hukum darurst sementara,'' Hamidi dan Lutfi berpendapai sebaliknya bahwa
perppu tidak selalu identk dengan keadaan darueal tetapi perppu memang
dapat dibentuk saar keadaan darueat berdasarkan penilaian subjekiil Presiden
terhadap kewdaan negara.™

Artikel ini gustru akan mempertanyakan argumen yang menempatkan
perppu sehagan legislas: darurat atan hukum darurat sementams yvang kemudian
memungkinkan penyimpangan sturan hukum. Penvimpangan aturan hokum
dalam konteks ini adalsh penangguhan hak tertentu dan kedaruratan biasanyva
terkait dengan pembatasan atau penangguhan hak dan kebebasan fundamental
yang jugs menangguhkan kontrol legislatnf dalam sementara wakiu " Pada
kontcks Perppu Mo. | Tehun 20240, hak untuk menguji kepotusan administrast
pemerintahan ditangguhkan.

Artikel ini akan fokus untuk menjawab pertanyaan: apakah konsep perppu
schagni legislast darurat adalah arcumen vang relevan untuk memungkinksn
pembatazan hak atau penyimpangan aturan hukum & sitossi pandemi? Atau
apakah perppu justru merdpakan konsep legislasi yang tidak berhubungan
dengan kedaruratan sehingga penyimpangan aturan hukum tersebut fidak
ditmungkinkan?

Telaah erhadap Konsep perppu tersebul akan dikaitkan dengan konteks
Perppu No, | Tabun 2020 svang diundangkan dalam situasi pandemi dan
memungkinkan penyvimpangan aturan hukum. Telaah tersebut akan dilakukan
dari perspektif legislasi damirat maupun legislasi jalor cepat (fast-track

11 Madimsyah Howen, "Emergency Powers and the Bule of Law i indenesio,”™ in Energensy Powers
in Asin; Exploring the Limits of Legality (Cambndge: Cambridge Llniversity Presa 20080, 267-
W3, hinpes:dod org 0L B TACBOSTROS ] 706300001,

12 Alan Klsse-Jin Tan, “Envircanmental Laws and Institutions i Sovtbenst Asiac A Beview of Recent
Developments,” Singaporne Year Book of Indernadomal Law 8 (20064 177192,

13 Timn Linlsey and Saman Babl, Indonesian Law (O Eord; Oxtord Umiversity Press, J018),

14 Faceimn Homidi dan Mustofn Lwifi, “Ketenioan Konstingiconal Pemberlabonn Keadaan Dammi
dalam S Megar { Model Perbandingnn Konstitusi Aot Megam Indonesia demgns Amerika
Serikat dalam Perspektif Politik Hukum)," Fmel Konstifusi b, g, | (20089 3978,

15 Elena (nghie, “Parhomentary (Oversight ender fhe Covid-19 Emerpency: Siriving  agsinst
Executive Dommance,”™ Theary and Practice of Legislabion 8, no [=2 (202607 1-22, hidps:ido
wrg 1L TOR0 205 0EES0 2020 | TEIWES,
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legislaton ). Oleh karema nu, sebelum menganalisis perppu, artkel ini akan
mengulaz konsep legislasi danirat dan legslasi jalur cepat dari pendekatan
konseprual maupun perbandingan dengan sistem di negaras Lain, vaitn lngeris
dan Ekuador,

B. Legislasi Darurat damn Jalor Cepat

Legislasi darurat tidak lepas dari keadsan derurat vang perlu ditetapkan
oleh pemerintoh. Pernyvataon keadasn darurat oleh pemerintah memiliki
implikasi pada keberlakusn sustu tstanan hukum veng umumnys berlaku
pada keadaan normal, Terkait dengan hal tersebut, pedanyzan teadisional
teori konstitusional adalah apakah Keadaan darural masih termasuk dalam
berlakunya tatanan lukum atau tidak?

Sejarah pemikiran hukum dan politik menunjukkan dua arus utama
pemikiman. Arus periama direpresentazikan oleh pemikiran John Locke dan
Carl Schmitl, Locke berpendapat bahwa eksekutif dajam keadnan darurat
hirus  menpggunakan kewenangan precogatifiva untuk  bertindak  sesuai
dengan kebijaksanaan, untuk kepentingan publik, tanpa dukungan hukum
dan terkadang babkan bertentangan dengan bukum. Pada abad ke-20, Carl
Schmitt meradikalisasi ide Locke dengan argumennya bahwa vang berdaulat
adalah yang menetapkan keadaan darurat. Schmitt menyatakan bahwa dalam
kedsulztan dalom keadaan yang luar bizsa tidak dibatasi oleh huknum, Penguasa
sendin yang memutuskan kapan suatu situasi dischut keadaan darurat sehingga
dapat berlaku pengecoalian techadap hukum, ™

Pemikiran kedua mendubung perlunys legislasi darorat. Pemikiran
ini didasarkan pads ergumen Machiavelli bahwa sebuah negara tidak
akan pernah sempuma kecuali negara tersebut telah menvediakan hukum
uniuk segala sesustunya, termasuk untuk keadsan dararat. Odeh karcna i,
Machiavelli merckomendasikan adanya ketentuan bukum yang mengatur
pelaksenaan kewenangan publik dalam keadaan darurar, Banvak konstitusi
modern mengatur keadaan darurat dengan cara yang dirckomendasikan cleh

16 Jan Petray, “The COWVIEE-12 Emergency m the Age of Execubive Agprandizement: What Rale
fior Legislative aned hudicinl Checks™, Thewry and Prociiee of Lepddenor B, oo, [-2 [2024)
T1-92, bitps: e, crp 100 DR Q20508 AE0 2020, TEE23T,

L]




VOL 53 NO 1 TAHUN ZUZ21

Muchiavelli. Ketentuan darurat konstitusional secara teratur mendefinisikan
keadaan darurat, meneniukan siapn vang memaliki Kewenangan untuk
menvartakan keadaan darural dalam kondisi apa, dan membuat daftar efeknya
Pernyataan  keadasn darurat  berimplikasi pada  konsenirasi  kekuasaan
yang lebih di rangan eksekutif. Ini adalah implikasi logis karena itu Banyva
eksekutif, dari antara tiga cabang, vang memiliki apa yang dibutuhkan untuk
menangeapi kebutuhan darurat, misalnya struktur hierarki birckrasi dengan
pembagian wrusan dan tanggung jawab vang jelas. akscs ke keahlian, dan
kualitas vang memungkinkan tindakan vang cepat dan tegas untuk melindungi
warga negarm, '

Beberapas  konstitusi menctapkan  bahwa  pernyataan  darurat  dapat
mengakibatkan penangguhan hak dan kebebasan individu tertentu.** Sebagian
besar konstitusi di donis mengikuti salah sam dari dus pendekatan. Pendekatan
pertama adaiah pendekatan dafear positif. Melalu pendekatan ini. konstitusi
mencantumkan hok dan kebebasan vang dapat ditangguhkan selama keadnan
derurat dan - keadaan darurat terscbut haras dinyatakan oleh pemerintah.
Pendekatan kedua adalah pendekatan daftar pegatif dengan menyvebutkan hak
dan kebebasan vang tidak dibatasi atau dengan cara apa pun tidak dilanggar
bahkan pada saat-saat darurat akut. Selain kedua pendekatan tersebut, beberapa
konstitusi juga mengambil pendekatan campuran yaiti dengan menggunakan
pendekatan daftar negatif dalam Romteks Retika keadaan darurat dinvarakan
oleh pemerintah dan jugs mengegunzkan daftar posinf ketika berkaitan dengan
keadaan bencana alam.

Legislasi pado umumnya berisi ketentuan yvang memberikan beberapa
hak dan Kewenangan untuk dilaksanakan. Namun, dalam hal legislasi darurat,
hak dan kewenangan tersehut dapat dibatasi atau disimpangi, dun pembatasan
atau penyvimpangen fersebut hanya berlakn dalam kaitannya dengan keadsan
daruratl tertentu. (Oleh Karena itu, scharusnys pembaiasan-pembatasan tersebut

tidak dapat diterapkan secara umum oleh negara selama kesdasn darurat,

17 Femay,

18 Crren Ciress clin Fronmusla Mi Aaldar, Lew de Times of Csis: Emdpener Powers i Theary and
Procifee, Cambridge Unieersity Press (Cambindge:; Cambridge University Press, 2006), hbips.!
i, oo 1L 10 TACBUMITRDS | 1493907,
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sebaliknya pembatasan atau penyimpangun tersebut dilakukan sebatas unuk
menangeam suatn keadoan darural yvang sebenarnys. Misalnya, seharusnya
keadaan darural tidak menjadi dasar untuk melaring semua  pertemuan
imEssal, tetapi untuk melarang pertemuan massal dengan tujuan menghentikan
penvebaran Covid=19. Jadi kekuasaan unuk membatasi atau menyimpangi
hak tidak dapat digunakan uniuk mgusn lain, "™

Bagi negara yang tidak membutuhkan persetujuan dua kKamar parlemen
dalam pembuoatan undang-undang. legislass darurat dapat dilakukan oleh
pemerintah lanpa perlu otorisasi sebelumnya dari lembaga legisiatidf. Namun.
undang-undang darurat semacam itu perlu disctujui oleh parlemen setelah
penyebab kedaruratan terschut berakhir®™ Oleh karena itu, istilah legislasi
jalur cepat kadang digunakan sebagai nama lain dari legislass darurac. Istilah
ini sering digunakan secara bergantian dengan undang-undang darorat
{emergency legislation) untuk menunjukkan mncangan undang-undang yang
diajukan sebagai respons terhadap situasi tertentu aton pengesahan nndang-
undang yang dipercepat.!

Tidak semua referensi mengegunakan kedua isolah tersebut secara
bergantian dalam konteks yang sama. Beberpa referensi secara kKhusus
menggunakan istilah “jalur cepat™ untuk menunjukkan adanva prosedur yang
memungkinkan ustuk mempercepat proses legislas: karena alazan kKhusus,
Prosedur cepat tersebut disediakan untuk keadaan kKhusus seperti penan ganan
kontra-terorisme, respon terhadap keizis ekonomi, perubahan mendesak pada
lukum pidana dan sejenisnya, ™

Untuk memahami dapst ndakoya legislasi jadur cepat dan legislasi
darurat ditempatkan sebagai kKonsep vang sama, maka sub-bahasan berikutnva

1% Romoy Comacain, "Besping Covid-19 Emergency Legislation Secinfly Estam from Crdinory
Legislation: Principles Tor the Stnscture of Emergency Legislnbion,” Theary modl Mraciioe of
Legivhipion &, ma. 3 (20200 28565, hilpeedoiorg 10, | ORQI0S0R84L IO TRA2T2,

20 Ciross dan Mi Anliin, Law v Times of Crisis! Emergerey Powery o Theory ead Prociice.

21 Howse ol Londs Select Committes on the Conshitubon, “Fasd rack Legislabin: Comsbilutional
Denplisatioms and Safeguards” (The Sutionery Office Limited Loadon, 2009, haps:pallicat ons
e et uk i D20 s et S canst' | LT, p

22 Wim Vocrmans ef o, Legistarive Prcesses In Transiion: Campararive Sy afthe Legiidmive
Progemes i Finlard, Sovenia ood the United Kingdom as o Sowrce af faspiradion for Erlienciag
the Eficieacy af the Dok Legasledive Precesy | LendenThe Hagee: Lewden Unversity™WEEDT,
MIE2).
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aken menjelaskan legisiasi jalur cepar dalam konteks ketataneparasan di
Ingeris dan Ekuador. Kedua negara tersebul dipilih karena 2 alasan, Pertama,
literatur legislesy di Inggris menggunakan stilab legiziasi jalur cepat (fast-
track legislation) secara eksplisit dalam kaitannya dengan legislasi di situasi
darurat (emergency legislation), sementards Ekuador mengstur mekanisme
legislasi jalur cepat dan keadaan darurat dalam kntersa vang berbeda sehingga
memiliki Kemiripan dengan konteks Indonesia. Alasan kedus, Inggrs dan
Ekuadormenggunakan mekanisme legislasijalurcepat dalam merespon situas
pandemi Covid-19 sehingga memiliki konteks vang sama dengan fokus dari
artikel ini. Perbandingan kedua negare itu akan digunakan untuk merumuskan
kriteria yeng togas antara legislasi jalur cepat dan legislasi darurat untuk

menganalisis konteks Indonesia.

. Legizlasi Jalur Cepat di Inggris dan ERaador

Literatur legislasi di Inggris menggunakan istilah legislasi darurat dan
legislasi jalur cepat secara bergantian dengan menjelaskan beberapa standar,
yang bersifat relatif di Inggris, sebagal kriteria untuk mengajukan rancangan
undang-undang melalul jalur cepat. Standar tersebut bukan berisi dafiar kriteria
yang lengkap teiapi sekurang-kumangnya memberikan gambaran tentang ruang
lingkup dan variasi justifikasi yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk
memulal proses legislasi jalur cepat. Standar tersebut menempatkan legislzsi
jalur cepat yang depat ditempuh ontuk: memperbaiki kesalahan dalam
undang-undang sebelumnya, respon terhadap putusan pengadilan terientu,
memastikan undang-undang. berlaku dalam situasi ferientu, memastikan
Inggris terus mematuhi komitmen internasionalnya. melaksanakan perubahan
anggaran, menerapkan langkah-langkah kontra-terorisme, memperahankan
devolusi di Skotlandia, Wales dan Irlandiz Utars, dan menanggapi protes
publik. Alasan-alazan temsebul harus disampaikan oleh pémerintih ketika
mengajukan rancangan undang=undang ke parlemen untuk dibahas melalui
mekanisme jalur cepat.

The Heuse of Lords Constitution Commities, kemite kKhusus di Majelis

23 Huowse ol Lands Select Cammittes om the Comsbibubion, “Fast ek Legislabon; Canstitutional
Implocadions and Safepuards,”
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Tinggi parlemen Inggris, menyarankan Hima prinsip yang perlu dijadikan
aguan dalam proses legisiasi jalur cepat di Inggrig, Perfama, memperealiankan
pengawasan parlemen vang efekuf dalam segals situasi, Artinya, pem bahasan
Rancangan Undang-Undang {BUL) dengan jalur cepar harus 1etap dilakukan
walaupun prinsip ini tampaknya akan sukar diimplementasikan  dalam
batasan waktu vang singkat, Kedua, aspek teknis dari undang-undang harus
dipastikan tetap berkualitas kendati dibuat dalam wakiu singkat. Kefiga,
pembahasan BUL jalur cepat harus tetap memberikan kesempatan  kepada
badan-badan veng berkepentingen dan organisasi vang terkena dampak untuk
mempengarohi proses legislant., Keempat, memastikan bahwa legislasi jalur
cepat mengandung materi muatan yang proporsional. dopat dibenarkan dan
tepat untuk masalab yang dihadap: serta hak dan prinsip dasar konstitusional
tidak terancam. Kelima. menjaga transparansi dalam proses pembuoatan dan
pembahasan RUL di parlemen tidak tergangou walsupun RUU diproses
dengan cepat.®

Legislasi jalur cepat sermg digunekan dalam  kaitannyva dengan
Irlandia Utara tanpa harus merujuk pada suatu pernyataan Keadaan darura
Perkembangan politik di Irlandia LNara selama bertghun=1ahon telah mendorong
kebutulan bagi parfemen Inggris untuk membuat undang-undang dengan cepat
dalam rangka mengatasi maszalah keamanan dan merespon dinamika peristiva
politik yang bergerak cepat. Selama tahun 1995 dan 2008 rerdapat 15 undang-
undiing terkait Irlandia Utors vang pembabasannva dipercepat, Misainya,
Undang-Undang Terorizme dan Keamanan thun 998 sebagai tanggapan atas
pemboman Cmagh yvang pengesahannya oleh parlemen hanya dalam waktu
dua hari.® Selain itu pada tahun 2018, Undang-Undang Pembentukan dan
Pelaksanaan Fungsi Eksekutif untk Irlandis Utarn disahkan dalam wakm
pembahasan sekitar | bulan.*

Konteksnya kemudian berbedn dengan legisias: jalur cepat untuk

24 Howse of Lords Select Committee on the Constitmion

25 Insstituite ForGovernment, " Fast- Tracked Legislotion / Emergency Lepisfation," dinkses September
24, 2020, htps:wwoinatiate forgowemmend, ong uk explainers fast-trme ked - begislntion,

26 UK Parliamenl, “Bill 3toges — Norbem Irelosd (Execotive Formabion and Exercise
ol Fumctioms) A 201H," 1, hitpssservices, parlmen ko Balls 201 7- 19
narthermarelande xecutivefonnalicnand exerciscoffine bon e siages. himl,
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penanganan pandemi Covid-1% melalul pengesshan Coronevimus Act 2020,
Pada 11 Marel 2020, Organizasi Kesehatan Dunia {World Health Organisati on!
WHO menvatakan wabah Covid-19 sebagai pandemi vang  keinidian
dipesisikan oleh pemerintah Inggris sebagai situasi yang sangat penting sebagai
latar belakang pemberlakuan Coronavirus Act 2020 sesegera mungkin untuk
mengatasi efek pandemi Covid- 19 di Inggris, Mekanisme legislasi jalur cepal
kemudian digunakan oleh kedua pemerintah tersebut uniuk mengundingkan
Coronavarns Act 20240,

Undang-undang tersebut melewati mekanisme jalur cepat karena pandemi
Covid-1% dikatezorikan sebagal keadaan darurat. Bancangan Coronavirus
Act. 2020 dibahas pertama kali di Majelis Rendah (House of Common)
pada 19 Maret 2020 dan disahkan menjadi undang-undang pada 25 Marct
2020.7 Undang-undang tersebut memberi kekudsaan darurat kepada otoritas
Ingeris untuk menpatasi pandemi Cowvid-19. Kekuasaan darurac tersebut
termasub kekuasaan vang membatasi hak individo seperti: menahen individu
yvang diznggap “herpotensi menularkan™ virus dan memasukkan mereka ke
dalam fasilitas isolasi. Individu yang tidak mematuhinys dapat dikenakan
denda £1.000, Undang-undang tersebut juga memungkinkan pemerintah
unfuk membatasi acara publik dan pertemuan lain unfuk mencegah atau
mengendalikan penyebaran virus corona, Ketentvan dalam undang-undang
tersebut harus diperbarui oleh parlemen setiap enam bulan.”

Negara kedus vang menjadi pembanding adalah Ekuador. Ekuador
mengakui mekanisme legislasi jalur cepat Khusus uniuk menangam masalah
ckonomi vang mendesak. Pasal 140 Konstitusi Ekvador mengatur legislasi
Jalur cepat vang memungkinkan presiden menginmkan RUL yang mendesak
terkait masalah ekonomi ke Majelis Nasional, Majelis kemudian memiliki
waktu 30 harl untuk menyetujui, mengubah atan menolak RUU tersebut. Jika
Majelis idak menyetujui, mengubah atau menolek RUL vang disjukan dalam
butas waktu 300 heri yang ditentukan maka presiden dapat menetapkannya

sebagoi  decree-faw/decreta-ley  yang kedodukannya di bawah undang-

27 UK Paglmment, "Coronayvirus Act 2020,7 20200 Bips il parlizment ukalle 27 3] stages.
ZEUE Parhmment, *Comomayires Act 202407 [ 2024071, hitps:svesw beeslaton eov skukpea 20207/
peliis ik pgn 20200007 _en.pahf.
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undang. Mamun, Majeliz Nasional memiliki kewensngan untuk mengubah
atan  mencabutl undapg-undang dekeet melalu proses legisiatil biasa,
Konstitusi Ekuador memberikan presiden hak untuk memberlakukan undang-
undang dekeer hanya jika Majelis belum membum Keputusan atas propoesal
dalam batas wakiv 30 hari tersebut. dan bukan jika Majelis menolak RLIL
yang diajukan. Dengan demikian, presiden fidak memiliki kekuasaan untuk
memaksakan kehendak atau mengabaikan Keputusan Majelis Masional. Dalam
situzst normal, Presiden hanya dapat mengusulkan 1 (satu) RUL jalur cepat
dalam satu wakiu. Mamun, jika keadaan darurat {<fate of exceprion) berlaku.
presiden dapat mengusulkan RUL sebanvak vang dianggap perlu,™

Keadaan darurat tersebut diatur dalam Pasal 164 dan 165 schagai bagian
yang berbeda dengan legislasi jalur cepat (Pasal 140), Pasal 164 Konstitus
Eknador memberi hak kepads Presiden untuk menetapksn Keadoan darorat
di seluroh meow sebagian wilavah jiks terjadi agresi. konflik bersenjata
internasional atzu domestik. kerusuhan domestik vang parah, krisis publik ateu
bencana alam, Penetapan keadaan darurat dapat menjadi dasar pembatasan hak
atau penangguhan aturan hukum untuk jangks wakin maksimum 60 hari dan
dapat diperpanjang hingea 30 hari. Selama keadaan darurat, Presiden dapal
menangguhkan atan membatasi pelaksanaan hak domisili, koerespondensi,
kebebasan bergerak, kebebasan  berserikat, Kebebazan berkumgpul, dan
kebebagan informasi.™

Jika dikaitkan dengan Pasal 140, keadaan darurst dapat menjads dasar
bagi Presiden untuk mengajukan lebil dari | (satuy RUL jalur cepat dalam
wikiu vang bersamaan. Presiden Ekuador, Lenin Moreno pada 16 Marst
2020 menetapkan keadaan darurat karena pandemi Covid=1% dengan Decreto

20 Elliot  Bulmer, Prestdonsal Legisfotve. Povers, Sreematioae] O0EA Ooasrlnaion-Beildivig
Primer, wal. 5 (Sleckhaln: Intemational IDEA, 20171,

30 Seteloh kesdian derurad dinmmemdan, Presiben Ekondor bendasarkan konstitust dibenkan
beberupa kewemngan khuses  seperti: memenimabion pengumpalan pajak, mesggunakan
anggaran megarn & ar onggraran Kesehatan duon pendidikon upauk mjuan terbenin;, memindaldban
st pemerintnhan ke ternpad lning meayvenser informesi O medo secan ketat, messtapkun
sy @ sebagian wilavah schagai zenn keamanon; memerimalkan penggunasn polisi don
militer umbik mengalase keadaan danemat; menutep stow menpgektikan pelabehan T, bandara,
than perbatasan; memerindahkan mobilsas: dan hal e yvane munekon Gperlekan stow melakekan
dernarbabisest nasional ketika kondis normal,
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Mo, 1017." Penetapan keadaan darurat tersebut mensngguhkan hak individu
dalam koenstitugi, emmasuk hak untuk berserikat dan berkumpul, Keputisan
tersehut juga memberikan kewenungan pemerintah untuk menggunakan alal
digital untok mengawasi individu di bawah isolasi atau Karantinag wajib.
Setelah penctapan keadaan darurat tersebut. Presiden di bulan April 2020
mengusulkan 2 RUL jalur cepat. Dua RUL jalur cepat tersebut kemudian
dizetujun oleh Majelis Nasional sebagai UL Dukungan Kemanusiaan dan
L Pengaturan Keuangan Publik, UL Dukungan Kemanusiaan dirancang
uniub memperkenalkan keringanan pajak: reformasi ketenagakerjaan, den
amandemen struktural lainnya untuk merangsang ckonomi lokal ¥ Sementara
LU Pengaturan Keuangan Publik berisi langkah-langkah yong discpakati
dengan Dana Moneter Intemasional {International Monetary Fund/IMF),
termasub batasan bemu bagi pengeluaran pemenintah dan wiang.™

Arsil mengaiegorikan mekanisme dalam Pasal 140 Konstitusi Ekuador
sebagai erecufive decege qutherfty bukan sebagei legislasi jalur cepat™
Mamun, artikel in tidak menempatkannya sehapm execudive decree autfioriy
karena excculive decree guthority merupakan produk hukum eksekutif
sebagai pengganti produk hukum vang dibuat olel legislanif akihat adanya
situazi mendesak, Kedudukan evecwtive deoree outhority tersebut berbeda
dengan undang-undang sebagai produk legislaz.™ Padahal Eetentuan Pasal
140 Kenstinisi Ekmador mengatur proses pengajuan RUL, sebagai mekanisme
legislasi, dengan hatasan wakiu pembahasan karena kemendesakan di bidang

A1 Sejenis Kepamsan Presiden.

31 Dego Abmicla Ciuzmin “Insght: Eouador-Mew Legal and Tax Beforms Proposed,” 2020,
hittpes: Y news . blommsbergias. com/dal y<tax = repori=iniema tionn Vins ight-coud ornew « legal -and
tao-reformes - prapesed.

33 Langkoh-langkah yang dimasubkkon dalam UL Pengaturan Keunngan Publik sebenamya swdah
el dinsulknn perverivnl Ekundor, menyusul prates massal Okiober 2019, sebagni bogion
dari BLILT Periumbahan Ekonomi yang ditolak Mojels Nasional padn Movember 20019, Ammesty
Intenmational, “Ecoador: Austenity Measures m the Face of COVID=1% Could Lead to - Secial
Inssizhility el Affect Huonan Rights,” 2024, hitps: woswammesty.ong'enlatest news 202 0004/
eeumdor-covid] Fausendad-poddna -ofectar-derechus - humanos:.

34 Fiirn arsil, "Menggagos Pembotasan Pembentukan dan Maberi Muster Perppu: Stedi
Perbandingan Pengaturan don Penpgunaan Perppoe i Mepom-Megarm Presidensial,” il
Hadven & Pembargioes 48 no | E2O0EE 1-21, heips:dod, omgd 0021143 vo 48 ne | 1393

35 Jahn M. Caney dan Multhew Soberg Shugard, “Colling Ot the Tanks or Fillmg Dt the Fooms?,”
m Exgvative Decree Aty | Combridge: Cambndge Undversidy Press, 20060, 1-30, htips2
i e 10U 100 T ® A0S ] G005 (K2
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ekonomi. Mekanisme jalur cepat tersebut, dalam konteks pandemi Covid-15%,
telah menghasilkan UL Dukungan Kemanusiaan dan UL Pengaturan Keuangan
Publik di Ekuador, Kedudukan produk hukum dari Pasal 140 rersebut berada
di bawah undang-undang jika parlemen menclak RUL vang divsulkan dalzm
Jalur cepat sehingea presiden kemudian dapat menetapkannya sebagai decree-
Iewidecreio-lfey vang kedudukannya di bawah undang-undang.

Belajar dari perbandingan dengan Ingeris dan Ekuador tersebut maka
dapat dirumuskan beberapa prinsip sebagai acuan untuk menganalisis dapat
tidaknya perppu ditempatkan sebagai legislasi darurat untuk membatasi atau

mengecualikan hak.

L. Legislasi jalur cepat tidak identik dengan keadaan darurat.

Mekanisme legislasi jalur cepat di Inggris dan Ekuador menunjukkan
perlunya memabami legislasy jalur copat sebagan konsep yang tidak identik
dengan legislasi darurar atau keadsan darurat. Prakik legislasi jalur cepat
di Ingeris dan Ekvador tidak selalu dilaksanakan karena adanya pernyataan
keadaan darurat oleh pemerintah. Legislasi jalur cepat beririsan dengan
keadaan darurat jika ada pernvataan Keadaan darurat sepern dalam konteks
pandemi Covid-19 vang meémang menimbulkan situasi darurat di kedua
negara tersebul untuk Kemudian mendorong pengesahan undang-undang yang
mengatur Covid=19 dalam wakiu singkat.

Walaupun literatur dalam konteks ketatanegaraan Inggris menggunakan
kedua koansep tersebut secara bergantian, fetapi beberapa undang-undang
yang. dibuat dengan jalor cepat tdak dipicu oleh keadsan damurat seperi
yang terjedi saat pandemi Covid-19. Misalnya berbagai legisiasi jalur cepat
yang dibuat untuk mengatasi persoalan polittk di Irfandia Utara selama tahun
1995 hingga 2009 Sementira Ekuador justru membedakan dengan tegas
antura pengaturan legislasi jalur cepat dan pernyatann keadaan darurat di
konstitusinya, Ini dapat dilihat dalam penempatan ketentuan kedua konsep
tersebut pada bab yvang berbeda di konstitusi. Legislasi jalur cepat ditekankan
pads adanya urgensi situasi ekonomi yang harus direspon dengan cepat melalui
pembuatan undang-undang tertentu. Sementara penciapan keadaan darurat di

Ekuador dapat dipieu beberapa kriteria kondisi {keasis publik salah satunya)
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Antara konteks keadaan darorat dan legisiasi jalur cepat dapat beririsan jiks
pernyataan keadaan darieat Kemudion ditindaklanjuti dengan mengzukan

lebib dari 1 BRUL jalur cepat dalam wakiu yang sama,
2, Pembarasan hak dimungkinkan jika ada pernyatan Kendann darurat.

Pembatasan hak dimungkinkan pika ads pernyatzan keadaan darorat
meskipun deklerasi keadaan darurat tidak selalu mengarah pade pengurangan
hak asasi manusia, Sering kali keadann darurat memungkinkan penangguhan
atau pengurangan sementera hak individu agar pemerintah dapat mengambil
tindakan wang diperlukan. Oleh karena ite, suatn legislass jalur cepat
seharusnyva hanyva dimungkinkan menangguhkan hak individu jika keaddan
darurat telah ditetapkan oleh pemerintah.

3, Undang-undang jalur cepal Karena keadsan darwreat harus memiliki
ketentwin batas wakin pemberdakuan (orser oluse),

Femberlakouan legislasi jalur cepat untuk sementara karena keadaan
darurat dapat dilihat dalam kenteks pandemi Covid=19di Inggris. Caronavires
Acr 2020 disahkan pada 25 Maret 2020 dan akan berakhir pada 25 Maret 2022,
Seluin itu, Caronavires Aot 20200 yang dibuat dengan mekanisme jalur cepat
tersebut harus ditinjan oleh parlemen setiap enam bulan. Artinya parlemen
dibert kesempatan untuk menguji {(fegisfative review) undang-undanyg hasil
legislasi jalur cepat dafam konteks keadaan darurat masih fetap berfaku. Hal
ini penting karena legislasi jalur cepat dalam keadann darurat dimungkinkan
untuk melakukan pembatasan hak individu. Sementams penetapan keadsan
darurat di Ekwador dapat menjadi dasar pembatasan hak atau penangguhan
aturan hubum untuk jangkes wakin maksimum 60 hari dan dapat diperpanjang
hingga 30 hard, Artinva pembatiesan hak dan penangguban atusan hukum
bukan terkail langsung dengan pemberlakuan suat produk legislasi jalur
cepat, melainkan karena memang ada Keadaan darurat.

Ketiga prinsip tersebut -akan digunakan untuk menganalisis konteks
legislasi jalur cepat di Indomesia, vaitu perppu. Fokus analizisnya adalah
Perppu Na, | Tabun 2020 yang dibuar untok merespon pandemi Covid- 19,
Khustsnya terkait relevansi perppu memungkinkan penyimpangan aourn
hukum di situasi pandemi. Ofeh karena itu, kita perlu memahami natur
perppu sehagai prodduk legislasi. Nika perppu adalah legislasi daruratl maka
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penyimpangan aturan hukum, dengan membatasi hak menggugat keputu=an
admnisirasy pemerintaban, sangat dimungkinkan, MNamun, jika perppu murmni
hanyva legizlasi jalur cepat, maka Perppu Mo, | Tahun 2020 seharusnya tidak
membatesi hak rersebut,

0. Perppu No. | Tahun 2020: Darurat atau Jalor Cepat?

Bagian ini menganalisis relevansi klasifikasi perppu, antara sebagai
legislasi darurat atau legislasi jalur cepat. Kiasifikasi terhadap perppu di
antara 2 jenis tersebut akan berimplikasi pada dapat tidaknys materi muatan
perppu membatasi bak individu atan membuka peluang bagi penyimpangan
aturan hukum. Bagian ini akan mengklasifikasikan pemppu dengan mengacu
pada 3 (mga) kriteria vang telah diidemtifikass pada bagian sebelumnya serta
keiteria kKegentingan memaksa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstinsi,

Dazar hukum perppu adalah Paszal 22 UUD 1943 vang kontekenya bukan
kedaruratan. Kedaruratan (keadaan bahaya) jusiru distur dalam Pazal 12 ULID
1945 vang tidak menjelaskan adanva produk hukum khusus selama keadaan
bahava, Walaupun perppu tersebut dikeluarkan setelah Presiden menetapkan
darurat keselaton masyarakat bukan berarti perppu menjadi produk legislasi
darurat vang dapat mengabaikan prosedur hukum daiam bentuk memberikan
imunitns tertentu terhadap pejabat negars dan keputusan yang dibuatmya.

Konteks perppu tidak bise juga dilepaskan dari alam pemikiran para
pembentuk LU Bagir Manan telah mencoba menempatkan konteks perppa
pada logiks berpikir para pembentuk UUD ketibka it yang tampaknya dapat
dipengaruhi oleh diskursus sant itu. Manan, mengutip Kleintjes. menuk
pada wewenang gubemur jenderal Hindia Belanda dalam membuat peraturan.
Cakupannya antara lam: (1) wewenang membnat peraturan dalam keadaan
biasn dan {2} wewenang membunt peraturan dalam keadsan lusr bissa yang
terbagi dalam: (i) Keadsan luar brasa etapi bukan perang atau pergolakan dan
(b} keadaan luar biasa karena perang atau pergolakan.™

36 Bagr Moan dan Susm Dwi Hasijann, “Ardikel  kebormoan:  Peramn - Pemerinih
Fengpant Undang-Usdang dalem Perspekdil Ajaran. Kenstituse don Prinsip Megam Flukam,™
FADIADTARAN Jerwal lmva Hukvan fdowrmend of Law) 4, no. 2 (2007 222483, hitps:diow
wrg! 1022304 pch. vdn2. al,
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Pada situasi terkini, konteks perppu adalah kegentingen memakss yang
menipakan subjekiifitas Presiden. Kepgentingan memaksa oleh Mahkamah
Konstiiusi, dalam Putusan Mo, | 38PLUU-VIL209, relah ditafzirkan sebagai
situasi: Kebutuhan mendesak vang memerlukan undang-undang, undang-
undang yvang dibutubkan belum ada stau tidak memadai. dan Kekosongan
tersebut tidak dapat diatasi dengan prosedur hukum biasa, Situasi kebutuhan
mendesak dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan
pembuatan undang-undang melalu jalur reguler karena prosedur yang perio
dilewsati akan menghabiskan banyak wakiu sementara kemendesakan tersebut
harus segera dircspon.

Tiga kriteriz dolam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut scjalen
dengan pendapat’ bahwa perppu adalah produk hukum dalam ransh hek
subjektif Presiden ketika ada kebutohan yvang mengharusken dan keterbatasan
waktu mendesak perlunya pembuatan produk hukum dengan substansi yang
setara dengan Undang-Undang dalam prosedur vang lebih cepat™ Artinya,
kegentngan memaksa sebagan dasar eksistensi perppu adaiah urgens: dalam
kekosongan hukum Ketika situasi nommal, Prakiik legislasi selama ini juga
menunjukkan bahwa tafic kegentingan memaksa oleh Presiden  sangal
berbeda dengan konteks darurat, Contohnyva adalah Perppu Mo, 1 Tahun
2004 tentang Pemiliban Gubernur, Bupati, dan Walikots vang dibuar Karena
Undang-Undang Nomaor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota yang mengatur mekanisme pemiliban kepala daerah zecara
tidak langsung mendapatkan penolakan vang loas. Walaupun mendapatkan
penclakan luas, fepi sesunggohnya tidak ada kedaruratan berupa krisis
politik saat itu. Bahkan potensi Keisis sistem kevangan yang masih belum
terukur sehapgal kondisi darurat juga dapat melatarbe lakangi pembuntan perppu
{misalmya dalam Perppu Mo, 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem
Feuangan). Perbedasn “mendesak™ dan “darurat™ tersebut juga ditegaskan
oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mo, 003/PUU-TIL2005, Putusan
tersebut menyatnkan bahwa kegentingan vang memnksa tidak sama dengan

adanva keadaan bahaya yang dimaksud dalam Pasal 12 UL 1945,

37 Caltean, Pelengparar SAM dolom Flukum Keadaes Daneead oF Sodoresia,
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Pertanynan krinsnyaadalah: Perppu Na. 1 Tahun 2020 lahirdaiam konteks
kegentingan memaksa dengan sistem hukum normal (anpa kKedaruratan)
alau dalam sduasi Kegentingan memaksa sekaligus keadaan darurat? lika
mengacu pada keiteria dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemppu Mo, |
Tahun 2020 dalam konteksoya memenubi kriteria kegentingan menmaksa.
Pandemi Covid-19 telah berdampak pada memburuknya perekonomian
yang membutuhkan intervensi ekstra dari pemerintah, Pemerintah kemudian
perlu mengubah proporsi anggaran belanja di sektor kesehatan dan janing
pengaman sosial untuk menjaga periumbuhan ekonomi sekalizus mencegah
memburuknyn pandemi. Undang-Undang vang ada tidok dapat memenuhi
kebutuhan tersebut atau mungkin menghambatnya sehingga perlu penyesuainn.
Misalnya, ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Megara yang mengharuskan pemerintah mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakvat jika ingin memberi pinjaman kepada
pemerintah daerah. Ketentnan ini dapat menghambat penanganan Covid-149
oleh pemerintah daerah vang membutuhkan bantuan dsna dari pemerintzh
pusat sehingga butuh respon cepat berupa “penghapusan  sementara”™
ketentuan tersebut selama masa pandemi. Penghapusan ketentuan tersebu
akan membutuhkan prosedur yang lama jika melalon mekanisme perubahan
undang-undang, Perppu M0, | Tahun 2020 kemudian menyatakan ketentuan
tersebut tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara
untuk penangaman Covid-19,

Walaupun Perppu No. 1 Tahiin 2020 memenuhi kriteria kegentingan
memaksa, tetapi konteks pandemi Covid=19 juga dapal menempatkan perppu
dalam konteks vang beririsan dengan keadaan darurat atau bahaya sebagaimana
digtur dalam Paszl 12 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23/Prp/ 1959
tentang Keadaan Bahaya (UU No. 23/Prp/1959) mengatur lebih detail perihal
keadaan baheys dengan memberskan kewenangan kepada penguasa darurat
sipill sty darurat militer untuk membatasi hak wargs negara. Termasuk di
dalamnya, berdasarkan bagian Penjelasan, adalah membatasi hakim untuk
melakukan uj materiil terhadap keadasn bahaya sehingga penguasa keadsan

darurat menggunakan wewenangnyva di luar keadasn normal (lthat bagian




VOL 53 NO 1 TAHUN ZUZ21

Fenjelasan Umum angka 7).

Irizan penerbitan perppi dengan keadaan darurat dapar terjadi jika ada
kekosongan hukum vang memerlukan sebuah produk legislasi dan dalam
situasi tersebut relah diterapkan status keadaan darurar dengan mengacu pada
UL Mo, 23/Pep/ 1959, Namun, irisan keadaan kekosongan hukum dan keadaan
darurat dalam konteks Indonesia sangat beragam Karena keadaan darurat di
Indonesia tersebar di beberapa undang-undang dan tidak semuanys mengacu
pads Pasal 12 LULUD 1945 yang merupakan rujukan ulamas bagi pernyatszn
keadaan darurat.

Wiratraman mengklasifikasi status keadaan darorat dalam 4 situasi.
Pertoma, keadann darurat karena pemberontakan, kerusahan, perang, atau
bencana alam vang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23/Prp/1959
tentang Keadaan Bahaya (UL No. 23/Prp/1%59). Kedua, keadaan darorat
bencana alam sy nop-alam yang mengacu pada Undang-Undang Momar
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UL No. 24 Tahun 2007 )
Ketiga, keadaan konflik vang mengacy pada Undang-Undang No. 7 Tahun
2012 entang Pensnpanan Konflik Sosial (UL Mo, 7 Tahun 2012). Keempat,
keadaan darurat kesehatan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan (UL Mo, 6 Tabun 2018)."

Jikamengacupada klasifikazi Wiratraman tersebut, maka konteks pandemi
dapat bevmplikasi pada keadaan darurat vang mengacu pada dua undang-
undaimg vastu UL Mo, 24 Tahun 2007 dan ULY Xo, 6 Tahun 20105, Indonésia
tampaknya menghadaps keadaan darurat dengan dua undang-undang tersebut
yang dapat dilihat daei terbitnya dua keputusan administrasi pemerintahan
di wakiu vang berbeda dan eleh dua pejabat administrasi pemerintahan yang
levelnya berbeds: Status Keadaan Terientu Darurat Bencana Wabah Yirus
Corong ditetapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPBR)
di bulan February 2020 untuk berlaku per tanggal 28 Januan 204 hingga I8
Februan 2020 Status tersebut kemudian diperpanjang selama 91 hari sejak

A8 Heslombang Perdas Wirntraman, “Doce Indonesian COVID-1% Emergency Law Sceere Rule
of Livw and Humsan Rights," Joueaal of Saierbeass daiar Soaon Bigheed, o, | (2020 300634,
httpespurmal. uneyacid mdex. php dSEAHB article view ERI44,

30 Kepuiusan Kepala BNPR Nomor 94 Tabam 2020 lentanyg: Penetapan Status Keadoan Terendu
Darural Bercana Akchat Wabeh Penyakn COVID-19, 2020
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tanggal 2% Febroarn 2020 hingga 3% Mer 2020 melalui Keputusan Kepala
BNPB Nomor |3A Tabun 2020, Konsiderans dalam dua Kepatusan tersebid
menunjukkan bahwa pengtapan status keadaan termentn bencana  wabakh
tersebut merijuk pada UL Mo, 24 Tahun 2007 dan Peramiran Presiden Momor
I7 Fahun 2008 tentang Penyelengearaan Penanggulangan Bencana dalam
Feadaan Tertentu, Padahal kedua peraturan perundang-undangan ferseba
tidak mengatur wewenang Kepala BNPB dalam menetapkan kesdaan darurat

Presiden baru menctapkan kesdasn darorat pada 31 Maret 2020 melaln
Keputusan Presiden Momor 11 Tehun 2020 tentang Penetapan Kedsruratan
Keschatan Masyarakat Corong Viruy Discaxe 2019 (Keppres No. || tahun
2020). Berbeda dengan penctapan Kepala BNPH, Keppres Mo. 11 Tahun 2020
mengacu pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UL No. 6 Tahun 20018, Artinya,
Keppres tersebut tidak dibuat dengen mengaco pada kerangks keadaan darurat
dalam Pasal 12 UUD 1945, melainkan kedarurstan keschatan masyarakat !
Jika Keppres Mo, 11 Tehun 2020 dibuat dalam kerangka keadaan darurat
dalam Pasal 12 UUD 1945, maks pemenniah dapat mengatur penangguhan
hak dan kebebasan individu yang dijamin oleh Konstitusi dan undang-undang
untuk jangka waktu tertentu,

Keppres Moo || Tabun 2020 menggunakan penamaan istilah “kedaruratan
kesehatan” dan sangat berbeda dengan konsep darurat dalam Pasal 12 ULID
F345 vang tidak mengadi acuan dalam Keppres tersebut, Pilihan Kedariratan
dalam Pasal 12 UUD 1945 menjadi pintu masuk bagi kekuasaan vang hesar
kepada penguasa darurat agar dapat menvimpangi prosedur demokrasi dalam
konstitusi dan penyimpangan hak ssasi manusia, kecuali hak-hak asasi yang
sifatnya tidak dapat dikecualikan!' Sementara pendekatan Kedaruratan
kesehatun yang diatur dalam UL Xo. & Tahun 2018 hanya dapat membatasi
hak individu dalam konteks kesehatan, yaitn mencegah penvebaran penyakit

A Bodanmaton Keselaton Masyarukat adalah kejodian kesehatns masyarakat vang berafol s biasa
dengan dilanifn penyebarn penyakit menulor dandtne kejadian yang disebabkan cleh mdizs
maiklir, pencemarnn hiologi, komaminazi kimia, bioteroname, don pangan vang memimbalkan
beahivya keschutan dan berpotenst menyehar lints wilayah wton lintas negara (Pasal | angha 2 UL
M, & Toban 2018),

41 Frra Aral dan Cheratn Ayuma, “Misdel Pengatisman Eednneratan Dan Pilikan Kedansatan
Insliomesin Dalam Yenghadapi Panden Covid-19,7 Juroed Hubem & Pemboagurar 50, oo, 2
| 20200; 4234, hitpeSdeongsttn: Vde ded.org 1021143 fhpoyelS0ne2 2585,

2
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menular dan  bentuk-bentuk kedaruratan |ain veng distur dalam  Pasal
| angka 2 ULF No, & Tabun 2001 8. Oleh karena ity, Keppres No, 11 Talhun
2020 seharusnva hdak dapat menjadi daser Kedamiratan yang kemudian
menjustifikasi pembatasan hak di luar konteks penangeulangan pandemi dari
aspek kesehatan. Pembatasan hak di luar konteks kesehatan dalam Perppu N
| Talwun 2020 berupa proteksi ferhadap Keputusan administrasi pemerintahan
yang dibuat dalam rangka pelaksanaan perppu sehinges keputusan tersebu
tidak dapat digugat di peradilan tata usahs megara. Padahel perlindungan
hukum melalui peradilen tata usasha negara merupakan sebuah kenisceyasn
dalam kerangkn negara hukum schingga setisp keputusan administrasi
pemerintahan harus dapat divji di pengadilan.®

Kronolog: pembentukan Perppu No. 1 Tehun 2020 menunjukkan bahara
Perppu Mo. 1 Tahun 2020 seharusnya ditempatkan sebagai produk hukum dari
proses legislasi jalur cepat, bukan legislasi darurat. Perppu No. 1 Tahun 2020
dalam konteks pandemi Covid-19 di Indonesia tidak dibuat dengan mengacu
pada sebuah pernvataan  kesdsan darurat sebagaimana layaknya sebush
legislasi darurat dengan mengacu pada Pasal [2 ULUD 1945,

Jika Perppu No. | Tahun 2020 ingin dipaksakan sebagai legislasi jalur
cepat yang juga beririsan dengan keadaan damrat maka sebarusnva Perppu
Mo, | Tahun 2020, sebagaimana analisis dalam sub-bab sebelumnya, memiliki
bataz waktu pemberlakuan (swmser cfause) serelah diundangkan sebagai
perppu maupun setelah dietapkan memadi Undang-Undang aleh Dewan
Perwakilan Rakyat, Namun, Perppu Noo | Tahun 2020 kemudian ditetapkan
sebagal undang-undang yang bersifat permanen melalui Undang-Undang
Momor 2 Talun 2020 (UL Me. 2 Talun 2020) dan berlako per tangeal 18
hei 2020, UL No. 2 Tahun 2020, sebagaimana Perppu No. 1 Tahun 2020,
Juga tidak mencantumban jangka wakm pemberiakuan. Di =i=i lain, keadsan
darural keschutan di Indonesia jugs tidak pernah ditetapkan dengan jangks
waktu pemberlokuan vang jelas. Schagaimana telah dijelaskan sebelummnya,

pemberlakuan. batas waktu dalam legislasi darumt berperan penting untuk

421 Agu Putrijanti, Lapon T, Lecmard, Sen Bartiika Widva Utama, “Peran PTRN Dan AUPE Menuju
Tata Kelola Pemenmiahan yang Baok {Good Coverssnce),” Mimher Bekam - Fabhdtas Mok
Cniverxitar Cradieh Mirele 30, no, 2 (20085 277540, hitpe:do.orgd 10022 |4 msh, 33054,

LE]




MIMEBEAE HUK UM
UNIYERSITAS GADJAH MADA

mencegah adanys penyimpangan hukum karena tndakan damrat yang
berlarut-larut seteiah kebuiuhan atas kedasrurntannyy jusiru telah menghilang,
Begitu pula jika legisiasi jalur cepal seperty perppu ingin diposisikan beririzan
dengan legislasi darurar,

Jika pembatasan hak mefalui instrumen perppu. vang kemudian
diterapkan sebagai Undang-Undang, dilakukan tanpa Kejelasan keadaan
darurat dan kejelasan jangkas wakiu, maka dapat berimplikasi pada persepsi
adanva kedaruratan secara terus mencrus. Pembatasan hak dalam- Perppuo
Mo, 1 Tahun 2024 depat ditemukan dalam Passl 27 ayat (33 Perppu Mo. |
Tahun 2020k membatasi hak warga negara, khusesnya hak stas perlindungan
hukum dengan memberi kesempatan bagi wargs negara menguji keputusen
administrasi pemerintahan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan
fsas umum pemerintahan vang baik. Pembatasan dafam Perppu No. | Tahun
2020 tersebut mengecuslikan semua tindakan dan keputusan berdasarkan
Perppu tersebut dari objek gugatan yeng dapat dizjukan ke peradilan tata
usaha negara. D0 osisi lainm, Ewropesn Commission for Democracy Through
Law (Vennice Commission) telah memberikan Opini No, 35392005 yvang
membahas perlindungan hak dalam keadaan darurat, Berdasarkan pendapal
Vemiee Commission, pembatasan hak asasi manuvsia dimungkinkan jika terjadi
keadasan darural vang miang lingkupnya didefinisikan secara jelas dalam
kKonstitusl,* Opiniini sejalan dengan Pazal 2EJ ULID 1945 vang memungkinkan
pembatazan hak tetapi harus dilakuksn melaium undang-undang dengan mak sud
untuk menjamin pengakuan seria penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuniatan vang adil,

Jika Perppu No. | Tahun 2020 mengatur pembatasan hak tanpa batas
waktu yang jelas maka pada akhirnya penangguhan hak tersebut bisa dinnggap
sebagni sebush kewsjaran, bahkan kenika situasi pandemi berakhir. Kondisi
inilzh yang distilahkan oleh Giorgio Agamben sebagai normalisas: keadaan

darurat, yaitu penyusupan logika keadaan darurat dalam negarn demokrasi.*

43 Evropean Cornmission for Democrey Through Law (Yenwice Commissien), Clofaion she
Frodection of Nemen Eipfeiy in Emergeacy Siinationy (Strasboumg: Council of Eurppe, 2006),

4d Chorge Agamben, Staie of Erceptior. diegemahkan oleh KevinAnell {Chicage: Univesity of
Clacaga Press, 2005},
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E.  Fenump

Perppu perlu dimakaan sebapai pendekatan proses |egislanifl dengan
ukuran vang berbeda dengan legislasi biasa dalam Eerangka situasi memaksa
(rapi bukan darurat’emergency) dalam rangka efisiensi waku dalam mencapai
dampak yang diinginkan. Namun, pandemi Covid=12 direspon dengan Perppu
Mo, | Tahun 2020 yvane membatasi hak seperti dalam situasi kedaruratan dan
memperkual eksekunif sehingeas memunculkan perppu dengan materi mustan
legizlasi darurar, Padahal instrnumen perppu seharusnya tidak dapat digunakan
untuk menangeubkan hak warga negara vang hanva dapat dikecualikan dalam
situasi keadean daruratl berdasarkan Pasal 12 UUD 1945, Jika perppu ingin
menangguhkan hak tertentu, jangka waktu pemberlakuan perppu haros diatur
dengan jelas.

Kriteria tersebut tidak menjadi acuan ketika pemerintah mengundangken
Ferppu Mo, | Tahun 2020 yang kemudian ditetzpkan dengan UL No. 2 Tahun
202, Pemerintzh tidak pernsh menctapkan keadaan doarurat dengan mengacu
pada Pasal 12 UUD 1945 dan juga idak menvatakan janzks waktu pemberiakuan
perppu. Sementara substansi Perppu No. 1 Tahun 2020 justru menangguhkan
hak warga negara untuk menguji keputusan administrast di peradilan terkai
dengan keputnsan vang diambil dalam rangka kebijaken keuangan di masa
pandemi. Oleh kKarena ini, jika pemerintal ingin menggunakan perppu uniuk
mgngisi Kekosongan hukum dan sekaligus membatazi hak melalul perppu
dalam rangka mengatasi pandemi, mika pemeriniah seharusnyva menetapkan
status darural terlebih dabulu. Status keadaan darorat rersebut mengacu pada
Pasal 12 LIUE 19435

Prakeik perundang-undangan ini menunjukkan babwa sistem perundang-
undangan Indonesia masih memiliki banvak Kekurangan, Perppu ditempatkan
seplah-clah sebagai legislasi darurat padabal Putusan Mahkamah Konstitusi
sudah  jelas menginterpretasikan Kegentingan memaksa bukan semata-
mata sebagal keadaan darurat. UUD 1945 juga felah membagi dengan jelas
antara “keadaan baheya” dan “kegentingan vang memaksa”™ schingga perppu
scharusnya oidak masuk ke ranah yang berkaitan dengan kedaruratan dan

membatas: hak dengan konsep berpikir situasi kedaruratan tersehut.
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Feesehatan {Lembaran Negara Tahun 2018 Nomaor [24).
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